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P E N E T A P A N 

Nomor  6/Pdt.P/2019/PN.Tjg 

 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa perkara perdata permohonan 

telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara 

permohonannya : 

           HAMBALI, Tempat lahir di Banjarmasin, tanggal 18 Agustus 1977, Jenis Kelamin: 

Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Gang 

Damai Rt.002 Kel. Kapar Kec. Upau Kabupaten Tabalong, 

selanjutnya disebut 

sebagai..........................................................................PEMOHON; 

Pengadilan Negeri Tersebut;  

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 

Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada 

tanggal 23 Januari 2019 dengan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN.Tjg, telah mengajukan 

permohonan dengan alasan sebagai berikut : 

1. Bahwa pemohon telah kawin sah dengan NOR ASLAMIAH pada tahun 

2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 39/29/II/2004 ; 

2. Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor 4873/DSP/VI/1997 telah 

lahir seorang anak yang bernama HAMBALI, lahir di Banjarmasin pada 

tanggal 18 Agustus 1977 jenis kelamin laki – laki anak ke  4 (empat) dari 

pasangan suami istri yang bernama SHOLEH THOYIB dan 

DJUMRIYAH; 

3. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/29/II/2004 

Pemohon bernama MUHAMMAD HAMBALI lahir di Banjarmasin ; 

4. Bahwa untuk kelengkapan administrasi maka ijinkan pemohon 

mengajukan pergantian nama Pemohon tersebut 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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5. Bahwa pergantian nama Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak 

menimbulkan akibat hukum bagi orang lain ; 

6. Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam Akta kelahiran 

Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari 

Pengadilan Negeri; 

7. Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung 

seluruhnya oleh Pemohon; 

Berdasarkan alasan – alas an tersebut di atas, pemohon memohon 

berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan negeri Tanjung untuk dapat 

mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai 

berikut : 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; 

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama 

Pemohon yang semula bernama HAMBALI menjadi 

MUHAMMAD HAMBALI lahir di Banjarmasin tanggal 18 Agustus 

1977 jenis kelamin laki - laki,  anakke 4 (empat) dari pasangan 

suami istri yang bernama SHOLEH THOYIB dan DJUMRIYAH; 

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ; 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk 

pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri 

dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap 

pada permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: 

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMBALI NIK : 

6309061808770002, kemudian diberi tanda -----------------------------------(P.1); 

2. Fotocopy Kartu Keluarga No NIK : 6309062008070031, kemudian diberi 

tanda--------------------------------------------------------------------------------------(P-2); 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 39/29/II/2004 tanggal 19 Februari 2004, 

kemudian diberi tanda----------------------------------------------------------------(P.3); 

4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 4873/DSP/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997, 

kemudian diberi tanda----------------------------------------------------------------(P-4); 

5. Fotocopy Surat Permohonan Perubahan Nama dari Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 21 Januari 2019, 

kemudian diberi tanda----------------------------------------------------------------(P.5); 

 Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.5 berupa 

Foto Copy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan 

aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah 

dilegalisasi; 

 Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut,  Pemohon 

juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan 

keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, Saksi mana berikut 

keterangannya pada pokoknya sebagai berikut : 

1. Saksi Kartiansyah pada pokoknya menerangkan ;   

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon; 

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan adanya 

penggantian nama Pemohon; 

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Hambali pada tanggal 18 

Agustus 1977 anak dari Shaleh Toyib dan Djumriyah; 

- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama 

Pemohon adalah Muhammad Hambali; 

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama 

Pemohon yang semula bernama Hambali menjadi Muhammad 

Hambali lahir di Banjamasin pada tanggal 18 Agustus 1977 anak 

dari Shaleh Toyib dan Djumriyah; 

2. Saksi Sukarti, pada pokoknya menerangkan ;   

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan adanya 

penggantian nama Pemohon; 

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Hambali pada tanggal 18 

Agustus 1977 anak dari Shaleh Toyib dan Djumriyah; 

- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama 

Pemohon adalah Muhammad Hambali; 

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama 

Pemohon yang semula bernama Hambali menjadi Muhammad 

Hambali lahir di Banjamasin pada tanggal 18 Agustus 1977 anak 

dari Shaleh Toyib dan Djumriyah; 

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas pemohon 

membenarkannya; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan: 

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Hambali pada tanggal 18 

Agustus 1977 anak dari Sholeh Thoyib dan Djumriyah; 

- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama 

Pemohon adalah Muhammad Hambali; 

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama 

Pemohon yang semula bernama Hambali menjadi Muhammad 

Hambali lahir di Banjamasin pada tanggal 18 Agustus 1977 anak 

dari Shaleh Thayib dan Djumriyah; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan 

mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; 

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan 

sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Penetapan ini; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan 

para Saksi diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : 

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Hambali pada tanggal 18 

Agustus 1977 anak dari Shaleh Toyib dan Djumriyah; 

- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama 

Pemohon adalah Muhammad Hambali; 

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama 

Pemohon yang semula bernama Hambali menjadi Muhammad 

Hambali lahir di Banjamasin pada tanggal 18 Agustus 1977 anak 

dari Shaleh Toyib dan Djumriyah; 

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang 

materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai 

kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung untuk memeriksa dan memberikan 

penetapan atas permohonan Pemohon ; 

Menimbang, berdasarkan ketentuan pencatatan perubahan nama 

dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan 

dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung;   

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda penduduk 

dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di 

Gang Damai Rt.002 Kel. Kapar Kec. Upau Kabupaten Tabalong berwenang untuk 

memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan ini; 

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon adalah 

sebagaimana dalam surat Permohonan tersebut diatas ; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah 

permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk 

dikabulkan;   

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia 

adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/ 

daerah dalam Negara RI;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.4 berupa Kutipan Akta 

kelahiran, diperoleh fakta bahwa Pemohon terlahir dengan nama Hambali lahir di 

Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 1977 anak dari Shaleh Toyib dan 

Djumriyah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan Pemohon di 

persidangan Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama 

Hambali menjadi Muhammad Hambali lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 

Agustus 1977 anak dari Shaleh Toyib dan Djumriyah; 

Menimbang,bahwa oleh karenanya Hakim memandang perbaikan atau 

penggatian nama pada Akta Kelahiran Pemohon ternyata tidak bertentangan 

dengan Undang-undang dan tidak melanggar adat suatu suku/daerah didalam 

Negara RI serta tempat kelahiran Pemohon adalah semata-mata untuk 

kepentingan Pemohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan 

dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diatas dikabulkan, 

maka kepada Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama Anak Pemohon yang 

semula yang semula bernama Hambali menjadi Muhammad Hambali lahir di 

Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 1977 anak dari Shaleh Toyib dan 

Djumriyah; 

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan 

Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan Jo.Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Hakim memandang perlu bahwa 

pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh 

hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat guna 

dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta 

Pencatatan Sipil ; 

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari 

Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya 

apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon 

yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;  

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; 

 

M E N E T A P K A N   : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama  Pemohon, yang 

semula bernama Hambali menjadi Muhammad Hambali lahir di Banjarmasin 

pada tanggal 18 Agustus 1977 anak dari Shaleh Toyib dan Djumriyah; 

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama 

tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan 

Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong guna dibuat catatan pinggir pada 

Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ; 

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar 

Rp.196.000,-  (seratus sembilan puluh enam ribu  rupiah); 

 

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh             

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, 

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAIRADAT. sebagai  
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Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;  

 

 

      Panitera Pengganti 

Ttd. 

                          HAIRADAT. 

                     H  A  K  I  M 

                            Ttd.  

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH, MH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomo 6/Pdt.P/2019/PN Tjg 

 

 

 

Perincian Biaya Permohonan : 

1. Biaya Pendaftaran…………………………….   Rp.   30.000,- 

2. Biaya Proses..................................................  Rp.   50.000,- 

3. Biaya Panggilan   .........................................  Rp.  70.000,- 

4. PNBP ..... ......................................................  Rp.    5.000,- 

5. Meterai ..... ...................................................  Rp.    6.000,- 

6. Redaksi   ......................................................  Rp.    5.000,-                                                                                   

 

J U M L A H  .................................  Rp.166.000,-       

                                                         (seratus enam puluh enam ribu  

rupiah); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9


